PERATURAN BANK INDONES A
NOMOR 1/ 5/PBI/1999

TENTANG

KREDIT LIKUIDITASBANK INDONES A
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
PADA MASA PERALIHAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang oa bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia, pemberian Kredit Likuiditas
Bank Indonesa ddam rangka Kredit Program tidek lagi
dilakukan oleh Bank Indonesia;

b. bahwa Kredit Likuiditas Bank Indonesia ddam rangka Kredit
Program a&kan didihkan kepada Badan Usasha Milik Negara
yang &kan ditunjuk oleh Pemerintah sdambet-lambainya 6
bulan sgak berlakunya Undang-undang No0.23 Tahun 1999
dimaksud;

C. bahwa sdama masa perdihan, yatu sdama Kredit Likuiditas
Bank Indonesa bdum didihkan, Kredit Likuiditass Bank
Indonesa yang teah disgtujui dapat terus dilaksanakan
pemberiannya oleh Bank Indonesia;

d. bahwa berhubung dengen itu, dipandang perlu untuk mengatur

Kredit Likuiditas Bank Indonesa ddam rangka Kredit
Program pada masa pedihan dalan Peraturan Bank

Indonesia;
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Mengingat :Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesa
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KREDIT

LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT
PROGRAM PADA MASA PERALIHAN.

Pasal 1

Y ang dimaksud daam Peraturan Bank Indonesiaini dengan :

1. Kredit Likuiditss Bank Indonesa, yang sdanjutnya dissbut KLBI, addah kredit
yang diberikan oleh Bank Indonesa kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat dalam rangka menunjang program Pemerintah.

2. Pafon KLBI addah penyediaan dana KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia
kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

3. Two Step Loan addéah pinjaman yang diterima oleh Pemerinteh Republik Indonesia
dai Lembaga Keuangan Internasiond yang diteruskan kepada Bank Umum dan
Bank Perkreditan Rakyat medui Bank Indonesia, ddam rangka menunjang program
Pemerintah, termasuk bantuan teknis yang terkait dengan pinjaman tersebut.

4. Bantuan Teknis addah bantuan penditian, peatihan, dan konsultas yang diberikan
oleh Bank Indonesa kepada pihak-pihak yang terkait ddam rangka menunjang
program pemerintah dan tidek termasuk bantuan teknis yang terkait dengan Two Step

Loan.
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Badan Usaha Milik Negara, yang sdanjutnya dissbut BUMN, addah Badan Usaha
Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima pengdihan KLBI.

Pasal 2

Dengan berleékunya Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI .

Bagl KLBI yang mash berjdan dan bdum jatuh tempo serta yang tdah distyjui
tetapi belum ditarik, akan didihkan berdasarkan perjanjian kepada BUMN yang
ditunjuk oleh Pemerintah sdlambat-lambatnyatangga 16 November 1999,

Pengdihan Two Step Loan dan bantuan teknis yang terkait dengan Two Step Loan
akan dilaksanakan sesual dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak
pemberi pinjaman.

Pengaihan bantuan teknis akan dilaksanakan setelah diperoleh kesepakatan antara
Bank Indonesia dengan BUMN yang ditunjuk sebagai dimaksud daam ayat (2).

Pasal 3

Bank Indonesa meanjutkan redisas plafon KLBI yang tdah disstujui sebdum
tanggd 17 Me 1999 sampa dengan tanggd didihkan atau sdambat-lambatnya
tanggd 16 November 1999.

Bank Indonesa melanjutkan pelaksanaan Two Step Loan dan bantuan teknis selama
kesepakatan sebagaimana dimaksud dadam Pasd 2 aya (3) dan aya (4) bdum
tercapal.

Pasd 4

Pengaihan KLBI akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesiatersendiri.

Pasd 5.....



Pasal 5

Peraturan Bank Indonesiaini mulal berlaku sgjak tangga 17 Me 1999.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 1 September 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 148



PENJELASAN

PERATURAN BANK INDONESIA
NO. 1/ 5 /PBI/1999

TENTANG

KREDIT LIKUIDITASBANK INDONESIA
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
PADA MASA PERALIHAN

UMUM

Sesua dengan tujuannya, Bank Indonesa berfungd sebaga Otoritas Moneter yang
independen dan mempunya tugas untuk mencgpa dan memeihara kestabilan nilai rupiah,
sehingga ddam meaksanakan tugas dimaksud perlu sdau diperhatikan pedoman berupa
kebijakan moneter dengan prindp kehati-hatian, Ssstem pembayaran yang cepat dan tepat
sata sitem pebankan yang sehat. Untuk lebih memfokusken fungs Bank Indonesia
sebagal Otoritas Moneter maka pemberian Kredit Program tidek lagi didukung dengan
KLBI.

Ddam pada itu untuk mewujudkan perekonomian nasond yang diwarna dengan
ekonomi  kerakyatan yang merata, mandiri, andd, berkeadilan dan terbuka, maka
tersedianya kredit program yang ditujukan bagi usaha kecil dan koperas tetap diperlukan.

Namun untuk mendukung terlaksananya fungs Bank Indonesia sebagal otoritas moneter,
maka KLBI yang sdama ini menjadi pendukung utama daam penyediaan kredit program
dimeksud, perlu didihkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh
Pemerintah sehingga usaha kecil dan koperas |ebih berkembang di masa mendatang serta

dgpat  menunjang perekonomian  nasond. Sekdipun  demikian  untuk  menjaga
kesnambungan terlaksananya kegiatan usaha kecil dan koperas, sampa didihkannya
KLBI tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara dimaksud, dukungan KLBI tetap
dilaksanakan.

1. PASAL ........



[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1 sampai dengan 5
Cukup jelas
Pasd 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayé (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Batas waktu pengdihan Two Step Loan dan bantuan teknis yang
terkat dengan Two Step Loan kepada BUMN ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak pemberi
pinjaman. Dengan demikian sdama beum tercgpa  kesepakatan,
maka Bank Indonesia tetap melaksanegkan Two Step Loan dan
bantuan teknis dimaksud.

Ayat (4)
Cukupjelas
Pasal 3

Aya (1)
Redises plafon KLBI  sebagamana dimaksud daam ketentuan
ini termasuk  penyediaan dana untuk segala  tindekan  ddam
rangka penyelamatan kredit (rescheduling, restructuring dan
reconditioning), dan penambahan KLBI yang penyediaan dananya
telah termasuk dalam plafon KLBI sebagaimana dimaksud di ates.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pesd 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3880



